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BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI TYOIIOSOBO
ttOi,lOR ]o TAHUNAH0

TENTAHG

PEiIBEHTUI(AN BADAII KOORDIIIASI PENATAAT'I RUANG

DAERAH KABUPATEI{ WOI.IOSOBO

DEHGAN RAKHiIAT TUHAI{YANG ISAHA E$A

Menimbang : a.

Mengingat

BUPATIYUONO$OBO,

bahwa dalam rangka rnenyerasikan dan menyinerykan penataan ruang

dipandang perlu mengoptimalkan koordinasi antara Penrerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintgh Kabupaten

tlVonosoho yang pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dan lintas

instansi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,

maka pertu menetapkan Feraturan Bupati tentang Pembentukan Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Wonosoh;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan PropinsiJawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemefintahan Dmrah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M37)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

UndarE Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran

Negara Republik lndonesia Nornor a&*q|t

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2ffi4 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor #30),

Undang-Undang Nomsr 26 Tahun 2N7 tentang Penataa Ruang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun n07 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

b.
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak

Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tah Cara Peran $erta Masyarakat

Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

19gG Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomorffi0);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Dmrah Kabupaten (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lnd$nesia Nomor

4737\;

7. Peraturm Penrerintah Nomor 26 T*run 2008 bntang Rencana Tah

Ruang Wlayah Nasional;

8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tdrun 2ffi0 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri l,lomor 50 Tahun S09 tentang

Pedoman Foordinasi Penataan Ruang Dmrah;

Menetapkan

iTEIIUTUS}(Ail:

PERATUMN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN

KOORDINASI PENATMN RUANG DAEMH KABUPATEN

WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daenah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Bupati adalah BuPatiWonosobo.

3. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daenah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

4. Bdar perencanar dan Pembangunm D*rah yang selaniut,ya disebut Bappeda dalah

Bappeda KabuPaten Wonosobo.

s. Koordinasi dalah upaya mencapai satu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah

melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembqian pekeriaan, hubungan keria dan

.l
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penyaluran tanggung jawab masing-nasing unsur yang terlibat dalam Fnyelerggaraan suatu

tugas untuk menghindariadanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.

6. Sinkrcnisasi adal* upaya menciptakan suatu kondisidi antara komponen-kompon€n yang

rpmiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik)

serta memilikitujuan yang sama.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasulE

ruang didalam bumisebagaisafu kesatuan wilayah tempat manu$ia dan makhluk lain hidup,

melakukan kegiatan, dan mernelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang dalah wujud sfrrlktur ruang dan pola ruang.

9. $truktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jadngan prmarana dan

saftma yang berfungsi seb4ai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hira*is memiliki hubungan fu ngsional.

\, 10. Pola ruang dalah disfribusiperuntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputiperuntukan

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

11. Penataan ruang dalah suatu sistem prcces perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliflrti pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan lardasan hukum bqi Pemerintah,

Pemerint* Daerah, dan masyarakatddam pnataan ruang.

14. Pembinaan pnataan ruang dalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakal

15. Pelaksanaan penataan ruang dalah upaya pencapaian tujuan pnataan ruang rnelalui

\_ pelaksanaan percncanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat

disesuakan dengen ketentuan peraturan perundangan.

17. Perencanaan tata ruang dalah suafu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola

ruang yang meliputirenyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk meulujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan rencana tata ruang nelalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

pernbiayaannya.

19. Pengenddian pmanfuatan ruang adalah upaya untuk mewuiudkan tertib tata ruang sesuai

dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

20. Rencana tata ruang dalah hasil perencanaan tata ruang.

21. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata
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ruang pda kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segonap unsurterleait yang

batas dan sistemnya ditentulcan hrdasarkan aspek fungsionaldan disusun berdmarkan nilai

stategis kawasan dadatau kegiatan kawasan seb4ai perangkat operasionalisasi Bncana

tata ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjuhya disebut RTRWN dalah arahan

kebijakan dan sffiegipemanfaatan ruaE wilayah negara.

Rencana Tata Ruang Vtlilayah Prcvinsi yang sdaniuhya dlsingkat RTRWP dalah hmil

percncanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan ardran kebijakan

pemanhatan ruang wilayah nasionaldan pulaullcepulauan ke dalam sUuktur dar pola ruarg

wilayah Provinsi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonomh yang selanjutnya disingkat RTRW

Daerah adalah hasilperencanaan tata ruang wilayah Daerah.

Rencam Tata Ruarq Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutrya diwbut dengan RTR

Kawasan Strategis Kabupaten adalah rqlcana tak ruang yang Htatean ruarynya

dipbrihskan karena mempunyai pengaruh sangd penting dalam hngkup l(#upaten

terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atzu lingkungan.

Bdan Koordinasi Penataan Ruang Drerah yang selaniutnya disingkat BKPRD adalah Bdan

bersifat ad$oc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nwnor 26

Tahun 2ffi7 tentarg Penataan Ruang dan mernpunyaifungsi membantu pelaksanaan ttgas

Bupati dalarn koordinasi penataan ruarg di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup koordinasipenahan ruang D*rah meliputi :

a. perencanaan tata ruang;

b. prnanfaatanruang;dan

c, pngendalian pmanfaatm ruang.

BAB III

ORGANISASI

Pmal3
(1) Pendaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 menjaditugas dan tanggung jawab

Bupati,

(2) LJntuk mengkoordinasikan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
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BKPRD,

(3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksr.d pda ayat (1), terdiri atas:

a, Penanggung jawab;

b.Ketua;

c. Sekretaris;dan

d.Anggota.

Pasal 4

(1) BKPRD dalam relaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal3 ayat {2}, mempunyaitugas :

a. Dalam halperencanaan tata ruang meliputi:

t. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencau tata ruang Drerah;

2. mernaduseraskan rencana pmbangunan jangka paniang dan menengah dengan

rencana tata ruang Daerah mrta mempertimbangkan pengaru$rtamaal

pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkurgan Hidup Sfategis

{KLHS};

3. menginhgrasikan, memaduserasikan, dan mengfiarmonisasikan tencana tata ruang

Derah dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruarq

pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasm skategis nasional, rencana tata ruang

wilayah Provinsi Jawa Tengah, rencana tata ruarg kanasan strdegis Provinsi Jawa

Tengah, dan rencana tata ruang wilayah dmrah yang berbatasan;

4. mensinergkan penyusunan rencana tata ruang Drerah dengan Provinsi Jawa TeEah

dan antard*rah yang berbatasan;

5. rengoordinaskm pelaksanaan konsultmi rancangan peraturan daerah tentang

rencana tata ruang Daerah kepada BKPRD ProvinsiJawa Tengah dan BKPRN;

6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasirencana tata ruang Daerah ke trovinsiJawa

Tengah;

7. rnengmrdinmikm pms penetapar rencana tata ruang Dmrah; dan

8. mengoptimalkan pemn masyarakatdalam perencanaan tata ruang

b. Dalarn halpemanfuahn ruang rneliputi:

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permmalahan ddam

pemanfaatan ruang baik di Daerah, dan mernhdkan pengarahan serta saran

pemecahannya;

2. membeffian rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemankatm

ruang Daerah;

3. memhdkan infurmmidan aks kepada pengguila rudng terkait rcncana tah ruang
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Daerah;

4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pda jajaran pemerintah,

swasta, dan masyarakat;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kujasama penataan ruang antardrerah; dan

6. mengoptimalkan rerar ma$yarakatdalam pemanfaatan ruang Dmrah.

c. Dalam halpengendalian pemanhatan ruang meliputi:

1. nengoordinmikan renetap€n peflatuftm rcnmisistem Daerah;

?. memberikan rckomgndasi perizlnan pemanfaatan ruang Daerah;

3. mdakukan ident'fikasi dalam pelaksanaan insenlif dan disinsentT dalam pelaksanaan

pemanfaatan ruang Daerahdengan FrovrnsiJawa Tengah dan dengan daerah b*ait;

4. tnelakukan fasilitmi pdaksanaan pemantauan, evaluasi, dan plaporar

pen,€lefl{lgaraan penataan ruang;

5. melakukan fmilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mmirya

konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;dan

6. rnengoptimalkan peran masyarakat dalam pengenda{ian pemanfaatan ruaq.

BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pertemuan paling $edikit't

(satu) kali dalam 3 (tiga)bulan untuk menghasilkan rekonendasi altemailTkebiiakan pnataan

ruang Daerah.

BKPRD dalam melaksanakan tugm sebruaimana dtunaksud pada ayat (1) da ayat {2}

rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 5

BKPRD dalam nelaksanakan tugas seb4aimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat ;

a. menggunakan tenaga fili yang diprlukan;

b. mernbenhrk Tim Teknis untuk rnenangani penyehsaian masalah-masdah yang bersifat

khusus; dan

c. meminta bahan yang diperlukan dariOrganisasiPerangkat Daerah.

Pasal 6

Berdasailran rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupatl

memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti.

Pasal 7

BKPRD dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, dibantu:

a. Seketariat BKPRD; dan

h. Kelompok Kerja.

8\

(3)



F*t

t PmalB

(1) Sekretaiat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a beftedudukn di Bappeda

yang diprmpin oleh $elsetads Bappeda.

(2) $ekretadat BKPRD sebagaimana dimaksud pda ayat {1), nmrnpunyaitugas:

a. menyiapkan bahan dalam rangka kelartcaran tugm BKPRD;

b. menyusuniadumldar 4enda keria BKPRD;

c. relakukat fffiilitsi penydenggaraan kegiatan BKPRO;

d. mengroodinmikan pelaksanam kegiatan pda kdom$< keda dalarn BKPRD;

e. rnengolah data dan infurmasi untuk rnendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;

f. renyiapkan dan nengBmbangkan informasitata ruang;

g. rrenyirykan laporan plaksanaan koodinasipenaban ruang Daerah;dan

h. mgnedma pengduan dari masyarakat be*aitan dengan te{adinya pelanggaran dalam

penyebnggaraan penataan ruang.

(3) Sekretariat BKPRD dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hrtanggung jawab ke@a Sekretaris BKPRD.

Pasal I
Kelompok Keria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, tediri atas:

a. Kebmpk Kuia Perencaraan Tata Rusrg;dan

b. Kebmpk Ke{a Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

(1) Kelompok Keria Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal g huruf a,

*.1 rnemprnyaisu$rnan keanggotaan terdiri atm:

a. Keha;

b. WakilKetua;

c. $ekretaris;dan

d. ArEgota;

(2) Kelompok Kaja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pda ayat (1), rnempunyai

tug*:

a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelakanaan kebifakan penataan

ruang Dmrah;

b. melakukan fasilitasi pefiyusunil rencana tata ruang dengan nempertimbangkan

insfumen lQiian Lingkungan Hidup Sfategis (KLHS];

c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka pffierapm

rerrcana tata ruarts;
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melakukan fa$litrei pengintegrasian program pemhangunan yang tertuang dalam

rencana tata ruang dengan rencana pembangunan iangka pffiiarq dan menengatr;

e. rnenyiapkan bahan dalam mngka nrernperohh perset$uan substansiteknis rerrcan tata

ruang Dmrah;da

f. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan dalam perencanaan serta nrernberikan

altematif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang phno BKPRD.

{3} Kelompk }Gda Perencanaan Tata Ruang dalam rplakanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) bertanggung iaw# kepada Ketua BKPRD.

Pasal 11

(1) Kelompok Keria Pemanfaatan dan Peryendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksrd dalam Pmd 7 huruf b, mempunyai $usunan keanggotaan terdiri atas:

a. [retua;

b. lYakilKetua;

c. Seketaris;

d. Anggota.

(2) Kelornpok Kerja Pemarfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimakud pada ayat (1), mempunyaitugm:

a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebiiakan

pcmanfaatan dan pengendalian perna*aatan ruang Drerah;

b. nelakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakfian peraturan drerah

tentang rencana tata ruang;

c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi tertldap penegakkan peraturan daerah

tentang Encana tata ruang;

d" rrplakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan prafunan daerah

tentang rencana tata ruang;

e, melakukan fasilitasi pelaksmaan perizinanpemanfaatan ruang;

f. melakukanfasilihi pelaksanaan pmertiban pemanfaatan ruang; dan

g. merryinventarisasi dan rnengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian

pmanhatan ruang serta memberikan attematif penecahannya untuk dibahffi dalam

sidang pleno BKPRD.

(3) Kelompk Kuia PemanfaaHn dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan

tugm sebqaimana dirnaksud pda ayat {2) bertanggung jawab kepada Kehn BKPRD.

Pasal 12

Pembentukan BKPRD, $eketariat BKPRD, dan Kelompok Keria sebagaimana dimaksud dalam
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prrrf S dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAPOMN

Pasal 13

Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah kepada Gubemur dengan

tembusan fi4enteri Dalarn Negefi disarnpakan paling $edikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

pada bulan Aprildan Agustus.

BAB V

PENDANMN

Pasal 14

Pendanaan pelakanaan kmrdinasipenataan ruang Dmrah dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupateh Wonmobo;dan

b. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa 1b

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang nrengetahui, nemerihtahltan pergtrndargan PeratUlan Bupati ini &ngan

rnenempa{ennya dalam Berita Drerah Kabupaterl Wonosobo.

Ditetapkan di tVonosoilo
padatanggal 1 SePtember 2c1o

Diundangkan diWonosobo
padatanggal a septembcr 2010

SEKRETARIS DAERAH

EKO SUTRr{lf,iO WBOWO

ilo JABATAN PARAF

1 SEKDA
/

2 ASISTEN SEI{DA Z-
3 KEPALA BAGIAN I

{ftquR[6 pEPtIllR[N A

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBOTAHUN 2O1O NOMOR }O
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PEMERI NTAH KABU PATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. sindoro Nomor 2 - 4wonosobo, Tetp (02s6) 32134s Fax.(0286) g2111z

woNosoBo
5631 I

Nomor :1801 te ao / HK

Wonosobo, 24 September 2010

KEPADA
,Yth. BUPATT WONOSOBO

lrS,- Lewat Sekretaris Daerah

lq " founaten 
wonosobo

WONOSOBO

NOTA PENGAJUAII KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Bupati

TENTANG : Pembentukan Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Wonosobo

CATATAN : Konsep dari BAPPEDA Kabupaten Wonosobo.

LAMPIRAN : -

Untuk mohon tandatangan / pengesahan / persetujuan

MENGETAHUI
ASSISTEN PEMERINTAHAN

w

Drs. WAHYU WIJAYANTO
Pembina Utama Muda

NlP, 1 9540922 198003 1 007
Pembina Tingkat I

NlP. 19570824198503 03 1 0134
/

BAGIAN HUKUM


